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ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah mengetahui dan menganalisa Kewenangan Pemerintah
Daerah dalam pemberian 1zin Usaha Pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) di
Sempadan Sungai serta Konsep ideal pengaturan lzin Usaha Pemanfaatan hak
pengelolaan lahan (HPL) Sempadan Sungai. Dengan Tujuan tersebut maka masalah
yang dibahas adalah: 1) Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah dalam
pemberian Izin Usaha Pemanfaatan hak pengelolaan lahan (HPL) di Sempadan
Sungai?, 2) Bagaimana Konsep ideal pengaturan Izin Usaha Pemanfaatan hak
pengelolaan lahan (HPL) Sempadan Sungai Perspektif Kepastian Hukum?. Dengan
perumusan masalah tersebut maka metode penelitian yang digunakan adalah
penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundnag-undangan (statue
approach), pendekatan konsep (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case
approach). Bahan hukum yang dikumpulkan adalah: bahan hukum primer, bahan
hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul
dilakukan dengan cara menginvertarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasi.
Hasil penelitian ini adalah Pengaturan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal
pemberian izin usaha pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di Sempadan
Sungai terdapat konflik norma antara Pasal 12 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 67 UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta banyaknya pelanggaran
izin usaha HPL. Rekomendasi diberikan: 1. Sinkronisasi regulasi antara pemerintah
pusat dan daerah agar tidak terjadi tumpang tindih norma hukum, serta untuk
mewujudkan kepastian hukum. 2. Diperlukan pengembangan sistem perizinan
berbasis zonasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif untuk kawasan
sempadan sungai, disertai dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

masyarakat adat yang terdampak

Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintahan Daerah, lzin Usaha, Hak
Pengelolaan Lahan, Sempadan Sungai



ABSTRACT

The purpose of the study is to determine and analyze the Authority of the Regional
Government in granting Business Permits for Utilization of Land Management
Rights (HPL) in River Borders and the ideal concept of regulating Business Permits
for Utilization of Land Management Rights (HPL) in River Borders. With this
objective, the problems discussed are: 1) How is the Authority of the Regional
Government in granting Business Permits for Utilization of Land Management
Rights (HPL) in River Borders?, 2) How is the ideal concept of regulating Business
Permits for Utilization of Land Management Rights (HPL) in River Borders from a
Legal Certainty Perspective?. With this formulation of the problem, the research
method used is normative legal research with a statute approach, a conceptual
approach and a case approach. The legal materials collected are: primary legal
materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the
collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and
interpreting. The results of this study are that the Regional Government's authority
in terms of granting business permits for the use of Land Management Rights (HPL)
in River Boundaries, there is a conflict of norms between Article 12 paragraph (1)
of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government and Article 67 of Law No.
32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and the many
violations of HPL business permits. Recommendations are given: 1.
Synchronization of regulations between the central and regional governments so
that there is no overlapping of legal norms, and to realize legal certainty. 2. It is
necessary to develop a transparent, accountable, and participatory zoning-based
licensing system for river border areas, accompanied by recognition and protection
of the rights of affected indigenous communities

Keywords: Authority, Regional Government, Business Permits, Land
Management Rights, River Boundaries



